Menimbang

Mengir.gat

Memperhatikan :

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G /121/B.II1 / HK /2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

: a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi
Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal
157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas. perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Daerah;

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung;

!\)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemeriniah di Wilayah Provinsi sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah:

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-75/MK.7/2012 tanggal 19 Januari 2012 hal
Hasil Evaluasi 3 (tiga) Raperda Kabupaten Pesawaran tentang Retribusi Daerah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TENTANG
RETRIBUSI DAERAH.

: Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran tentang

Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1, I dan Lampiran III
Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Bupati Pesawaran bersama DPRD Kabupaten Pesawaran segera melakukan

penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

: Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil

evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil
evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada

Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tclukbctung

~ AN

pada tanggal 9-2-2012
GUBERNUR LAMPUNG
ttd

SJACHROEDIN Z.P.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Meateri Keuangan RI di Jakarta;

3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4, Kema DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedongtaan;

5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



LAMPIRAN | : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :G/ 1217 /B.IIIHK/2012

TANGGAL : 9

FEBRUARI 2012

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Keterangan

Materi Raperda
2

4

5

Dasar hukum
Mengingat

20.

Perimbangan

Undang-Undang Ndmor 33 Tahun 2004 tentang

Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004

Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737),

20.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2007
Tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan
Gedung

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha
Pembudidaya lkan;

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.14/MIN/2011  tentang  Uszha  Perikanan
Tangkap;

Angka 1 dihilangkan

Angka 8 disempurnakan

Angka 20 disempurnakan

Penambahan peraturan
perundang-undangan terkait
dan urutan sesuaikan hirarki
perundang-undangan
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Ketentuan Umum BAB | BAB | Pengetikan kata “Dalam.....”
KETENTUAN UMUM KETENTUAN UMUM disejajarkan dengan kata

Pasal 1 Pasal 1 PERATURAN pada Diktum

Nama, objek dan
subjek

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

Pasal 12
Dengan nama Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman
Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pemeberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
eleh-Romerintah-Daerah.

Pasal 18
Dengan nama Retribusi Pelayanan lzin Gangguan
dipungut Retribusi sbagai pemayaran atas pemberian

Pasal 27
Dengan nama Retribusi |zin Trayek dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian 1zin Frayek-eleh
Romerntak-Daerah-

Pasal 34
Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin

Pasal 19

(1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat
Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi atau badan dilokasi
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian
kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah
terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertihan lingkungan dan
memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksudkan dengan :

Pasal 12
Dengan nama Retribusi |1zin Tempat Penjualan Minuman
Beralkoho! dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pemeberian izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
disuatu tempat tertentu.

Pasal 18
Dengan nama Retribusi Pelayanan Izin Gangguan
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian
Izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau
badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,
kerugian dan/atau gangguan.

Pasal 27
Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi
sebagai pembayaran atas pemberian Izin kepada orang
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan
angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa
trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 34
Dengan nama Retribusi |zin Usaha Perikanan dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin
kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan
kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 19

(1) Objek Retribusi adalah Pemberian Izin Tempat
Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi atau badan dilokasi
tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan
gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian
kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah
ferjadinya gangguain keiertivan, keseiaimatan, atau
kesehatan umum. memelihara ketertiban lingkungan dan

memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja. B

Menetapkan

Pasal 12 disempurnakan

Pasal 18 disempurnakan

Pasal 27 disempurnakan

Pasal 34 disempurnakan

Pasal 19 ayat (2) ditambah 1 (satu)
huruf untuk mengecualikan tempat
usaha/kegiatan yang yang telah
ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah sebagai objek
retribusi 1zin Gangguan.
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(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(1) adalah :

a. Tempat usaha/kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan
Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi
Khusus;

b. Tempat usahalkegiatan yang berada di dalam bangunan
atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;

c. Tempat usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya
didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan
usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

Pasal 35
(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang

Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha

penangkapan dan pembudidayaan ikan yang terdiri

dari ;

a. 1zin Usaha Perikanan Tangkap, berupa Surat Izin
Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan
lkan (SIPI) / Surat Izin Kapal Pengangkut lkan
(SIKPI);

b. 1zin Usaha Pembudidayaan lkan, berupa Surat izin
Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkaran dan
Pembudidayaan lkan (SPBI).

(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Bidang Penangkapan tkan :

1) Kapal perikanan milik Perusahaan Negara atau
Daerah;

2) Kapal perikanan yang melakukan kegiatan
dalam rangka  tugas-tugas perikanan,
melaksanakan latihan penangkapan ,
penelitian/survei dan  eksplorasi/eksploitasi
khusus untuk menunjang pembangunan
kelautan dan perikanan Daerah;

3) Kapal layar.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat

(1) adalah:

a. Tempat usahalkegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan
Industri, Kawasan Berikat dan Kawasan Ekonomi Khusus;

b. Tempat usaha'kegiatan yang berada di dalam bangunan
atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan,

c. Tempat usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya
didalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan
usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.

d. Tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 35
(1) Objek Retribusi adalah pemberian izin kepada Orang

Pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha

penangkapan dan pembudidayaan ikan yang terdiri

dari:

a. lzin Usaha Perikanan Tangkap, berupa Surat lzin
Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan
lkan (SIPI) / Surat lzin Kapal Pengangkut lkan
(SIKPI);

b. Izin Usaha Pembudidayaan lkan, berupa Surat lzin
Usaha Perikanan (SIUP), Surat Penangkaran dan
Pembudidayaan lkan (SPBI).

(2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. Bidang Penangkapan lkan:

1) Kapal perikanan milik Perusahaan Negara atau
Daerah;

2) Kapal perikanan yang melakukan kegiatan
dalam rangka  tugas-tugas perikanan,
melaksanakan  latihan  penangkapan
penelitian/survei dan  eksplorasi/eksploitasi
khusus untuk menunjang pembangunan
kelautan dan perikanan Daerah,;

3) Kapal layar

Pasal 35 disempurnakan
dengan menambah ketentuan
pengecualian izin usaha
perikanan berdasarkan
peraturan perundang-undnagan
di bidang perikanan tangkap
dan pembudidayaan ikan.
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b. Bldang Pembudldayaan Ikan

Pasal 20
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang

memperoleh izin Gargguan.

4) Kegiatan penangkapan ikan lainnya yang
dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang
perikanan tangkap sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Kegiatan pembudidayaan ikan lainnya yang
dikecualikan untuk memiliki SIUP bidang
pembudidayaan ikan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 20
Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang
memperoleh Izin Tempat usaha/kegiatan dari Pemerintah
Daerah.

Pasal 20 disempurnakan

Cara mengukur Pasal 15 Pasal 15 Pasal 15 disempurnakan
tingkat Tingkat penggunaan jasa Izin Tempat Penjualan | Tingkat penggunaan jasa lzin Tempat Penjualan Minuman
penggunaan Minuman Beralkohol diukur berdasarkan Jemem;empat Beralkohol diukur berdasarkan atas pengendalian,
jasa Ao alongan-i Beratkahs pengawasan dan dampak negatif dari pemberian izin
tersebut.
Pasal 30 Pasal 30 Pasal 30 disempurnakan

Tingkat penggunaan Jasa izin trayek diukur berdasarkan Tingkat penggunaan jasa izin trayek diukur berdasarkan

jen|s angkutan —freluonsi—wakia—pe B jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum

diberikan-ele penumpang.
Struktur dan Pasal 9 Pasal 9 1. Rumus perhitungan tarif
besarnya tarif (1)  Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga | (1) Tarif ditentukan dan ditetapkan berdasarkan Tarif Harga Retribusi IMB disempurnakan
retribusi Dasar Bangunan (THDP) dalam Kabupaten Pesawaran Dasar Bangunan (THDP) dalam Kabupaten Pesawaran dengan menghapus perkalian

sebagai berikut ;
a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional,
Provinsi dan Jalan Kabupaten serta konstruksi

sebagai berikut ;
a. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan Nasional,
Provinsi dan Jalan Kabupaten serta konstruksi bangunan

bangunan yang digunakan; yang digunakan,;
['Nn [ jenis Bangunan | Harga Dasar (Rp) / M { No. | Jenis Bangunan LHarga Dasar (Rp)/M* |
1 Bangunan Permanen 80.000 1. Bangunan Permanen [ 80.000 ‘I
2 Bangunan Semi Permanen 60.000 l 2 Bangunan Semi Permanen 80.000
| | 3| Bangunan Tambahan lain-lain : 3. | Bangunan Tambah~ ‘ain-lain : l

angka 20.

2. Dalam penetapan tarif Retribusi
IMB hendaknya Pemda
memperharikan prinsip dan
sasaran penetapan tarif retribusi
perizinan fertentu yang
didasarkan pada tujuan untuk
menutup sebagian atau seluruh




a. Pagar beton 50.000
b. Pagarbesi 20.000
c. Pagarkawat 10.000
d.  Lantaijemur 20.000
e.  Cucian mobil 20.000
f.  Pelataran parkir 10.000
g.  Pipa gas dan pipa air 70.000
h. Tankigas 70.000
i. Menara 70.000
j.  Selasar 30.000

a.  Pagar beton 50.000
b. Pagar besi 20.000
c. Pagar kawat 10.000
d.  Lantai jemur 20.000
e.  Cucian mobil 20.000
f.  Pelataran parkir 10.000
g. Pipa gas dan pipa air 70.000
h. Tankigas 70.000
i.  Menara 70.000
j. __ Selasar 30.000

b. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan kampong dan
gang serta konstruksi bangunan yang digunakan :

b. Lokasi bangunan berada dipinggir jalan kampong dan
gang serta konstruksi bangunan yang digunakan :

No. | Jenis Bangunan Harga Dasar (Rp) / M? No. | Jenis Bangunan Harga Dasar (Rp) / M?
1. Bangunan Permanen 70.000 1. Bangunan Permanen 70.000
2. Bangunan Semi Permanen 50.000 2 Bangunan Semi Permanen 50.000
3. Bangunan Tambahan lain-{ain ; 3. Bangunan Tambahan lain-lain
a. Pagar beton 50.000 a. Pagar beton 50.000
b. Pagarbesi 20.000 b. Pagar besi 20.000
¢. Pagar kawat 10.000 c. Pagar kawat 10.000
d. Lantaijemur 20.000 d. Lantai jemur 20.000
e.  Cucian mobil 20.000 e.  Cucian mobil 20.000
f.  Pelataran parkir 10.000 f.  Pelataran parkir 10.000
g. Pipagas dan pipa air 70.000 g. Pipagas dan pipa air 70.000
h.  Tankigas 70.000 h.  Tanki gas 70.000
i. Menara 70.000 i.  Menara 70.000
i Selasar 30.000 o |} Selasar ] 30.000
(2) RINCIAN : LB X THDB X KLB X KTB X KGB =28 (2) RINCIAN : LB X THDB X KLB X KTB X KGB
LB : Luas Bangunan LB . Luas Bangunan
THDB . Tarif Harga Dasar Bangunan THDB . Tarif Harga Dasar Bangunan
KLB : Koefisien Luas Bangunan KLB . Koefisien Luas Bangunan
KTB . Koefisien Tingkat Bangunan KTB . Koefisien Tingkat Bangunan
KGB . Koefisien Guna Bangunan KGB . Koefisien Guna Bangunan

biaya penyelenggaraan
pemberian izin yang
bersangkutan.

. Pemda seharusnya melakukan

simulasi perhitungan terlebih
dahulu atas suatu objek dengan
ukuran dan jenis tertentu.
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Pasal 31 Pasal 31 . Sesuai dengan Pasal 23 Kepmenhub
Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut Struktur dan Besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut . No. KM35 Tahun  2003tentang
Penyelenggaraan Angkutan Orang di
a.  Mobil penumpang | Rp. 200.000,00 a. Mobil penumpang | Rp. 200.000,00/5 Thn Jalan denagan /Agkutan Umum, salah
umum/Angkutan Pedesaan umum/Angkutan Pedesaan satu jenis angutan dalam trayek
b. Taxi Rp. 300.000,00 b. Taxi Rp. 300.000,00/5 Thn adalah angkutai khusus yang ferdii
¢c. BusAC c. Bus AC atas angkutan Artar Jemput, angkutan
Bus Kecil Rp. 250.000,00 Bus Kecil Rp. 250.000,00/5 Thn Karyawan, angkitan Permukiman, dan

Bus Sedang Rp. 300.000,00 Bus Sedang Rp. 300.000,00/5 Thn angkutan Pemacs Moda.
d. Bus Non AC d. Bus Non AC - Apabila abudenen yang dimaksud
Bus Kecil Rp. 250.000,00 Bus Kecil Rp. 250.000,00/5 Thn pada ketentuan tarif adalah angkutan
Bus Sedang Rp. 300.000,00 Bus Sedang Rp. 300.000,00/5 Thn khusus maka penyebutannya agar
e——Dbudemen Rp—150-006-00 disesuaikan  dengan peraturan

perundang-undaxgan yang berlaku.

. Sesuai dengan Pasal 145 UU No. 28

Tahun 2009, objk Retribusi 1zin Trayek
adalah pemberan izin kepada orang
pribadi atau bacan untuk menyediakan
pelayanan angk:tan penumpang umum
pada suatu &au beberapa (trayek
tertentu.

. Sesuai dengar Pasal 64 ayat {1)

Kepmenhub N¢ KM.35 Tahun 2003,
izin operasi adalah izin untuk
melakukan kegatan angkufan tidak
dalam trayek dan salah satu jenis
angkutan tidak dalam trayek adalah
taxi.

. Berdasarkan hi tersebut diatas maka

disarankan a@r menghapus faxi
karena tidak temasuk objek Retribusi
lzin Trayek.

. Masa belaku izn trayek adalah 5 tahun

dan dapat dipenanjang, sesuai dengan
pasal 57 Kepm:nhub No. KM.35 Tahun
2003.

. Disarankan gar penetapan tarif

Retribusi {zin Trayek dilakukan per 5
tahun, sedangan pada saat daftar
ulang tidak dikeakan tarif retribusi.
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Perubahan Tarif
Retribusi

Wilayah
Pemungutan

b.
C.

Pasal 25
Setiap pelaku usaha wajib  mengajukan
permohonan perubahan izin dalam hal melakukan
perubahan yang berdampak pada peningkatan
gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari :
a. Perubahan sarana usaha;
Penambahan kapasitas usaha;
Perluasan lahan dan bangunan usaha.

Pasal 42
Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.
Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 32
Izin trayek berlaku selama 5 Tahun dan dapat
diperpanjang

Pasal 25
Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan
perubahan izin dalam hal melakukan perubahan yang
berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya
sebagai akibat dari :
a. Perubahan sarana usaha,
b. Penambahan kapasitas usaha;
c. Perluasan lahan dan bangunan usaha.

Pasal 42

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali.

(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43
Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten

Pesawaran.

Pasal 32 disempurnakan

Pasal 25 disempurnakan,
dengan menghilangkan ayat
(2) dan ayat (3) karena tidak
ada balik nama izin
gangguan

Pasal 42 disempurnakan
dengan menanbah 1 (satu)
ayat baru.

Pasal 43 disempurnakan
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Penentuan Pasal 44 BAB XIi Pasal 44 disempurnakan
pembayaran, (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
tempat atau dokumen lain yang dipersa PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
pembayaran Dalam-hal-Weiib-Retribusi-tida PEMBAYARAN
Pasal 44
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen
lain yang persamakan.
Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
naksud—pada—ayat-—{) dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon
+oguran: dan kartu langganan.
(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas
Daerah.
- Pasal ...... Penambahan bab dan pasal
(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunaiflunas. | baru yang mengatur tentang
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada | pembayaran retribusi,
ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) | dengan adanya penambahan
hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain | pasal maka pasal
yang dipersamakan. selanjutnya menyesuaikan
(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran,
angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Sanksi Pasal 44 BAB XIll Pasal 44 ayat (2) diubah
Administrasi (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat SANKSI ADMINISTRASI menjadi Bab dan Pasal yang
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Pasal ... mengatur sanksi administrasi

administrasi berupa bunga sebesar
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

Dalam hal Waijib Retribusi tidak membayar tepat waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.
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10 | Penagihan BAB XIV BAB XIV Pasal 45 disempurnakan
TATA-CARA PENAGIHAN PENAGIHAN
Pasal 45 Pasal 45
(1) Penagihan retribusi terutang yang kurang bayar | (1) Penagihan retribusi dilakukan dengan STRD dan
dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului dengan Surat Teguran atau Surat
didahului Surat Teguran. Peringatan atau surat lain yang sejenis.
(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindak awal | (2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain
pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
7 (tujuh) bhari sejak tanggal jatuh tempo penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
pembayaran. (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal | (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis
retribusi yang terutang. diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi
retribusi yang terutang.
(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat | (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis
(1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran | (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan
diatur dengan Peraturan Bupati. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.
11 | Tata Cara Pasal 46 Pasal 46 Pasal 46 disempurnakan
Pembayaran (1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka. | (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat secara tunaif/lunas.
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan | (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau
Peraturan Bupati. ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang
ditentukan dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
12 | Tata Cara Pasal 49 Pasal 49 Pasal 49 disempurnakan
Penghapusan (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi | (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi | dengan menghilangkan ayat
Piutang Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun | (6) karena doubel dengan

Yang
Kedaluwarsa

tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi,
kecuali jika Waiib Reftribusi melakukan tindak
pidana di bidang Retribusi.

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika
Waijib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang
Retribusi.

pasal 50 ayat (3)
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(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib
Retribusi, baik fangsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(56) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
dapat diketahui dari pengajuan permohonan

, angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib
Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang Retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan
oleh Wajib Retribusi.

GUBERNUR LAMPUNG

ted

SJACHROEDIN Z.P.
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Cara Mengukur Pasal 8 Pasal 8 Pasal 8 disempurnakan
Tingkat Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis | Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis
Penggunaan dan/atau-frokwensi—pelayanan-kesebhatan pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan
Jasa frekuensi pelayanan kesehatan.
Pasal 13 Pasal 13 Pasal 13 disempurnakan
Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/| Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/
kebersihan diukur berdasarkan atas kelas: tempat—hsas | kebersihan diukur berdasarkan atas lokasi/ tempat, jenis
bangunan dan frekuensi. usaha, bangunan dan frekuensi.
Pasal 33 Pasal 33 Pasal 33 disempurnakan
Tingkat Penggunaan jasa pengendalian menara| Tingkat Penggunaan jasa pengendalian menara
telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan | telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pelayanan
pengawasan, pengendalian, pengecekan, pemantauan | pengawasan, pengendalian, pengecekan, pemantauan
terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan | terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik
fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan | menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan
timbuinya gangguan atas berdirinya menara yang | timbulnya gangguan atas berdirinya menara yang
dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerabh. dilaksanakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah serta
persentase tertentu dariNJOP.
Struktur dan Pasal 9 - Pasal 9, retribusi pelayanan

Besarnya Tarif
Retribusi dan
Wilayah
Pemungutan

Pasal 14
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14
(1) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan
Sampah ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumahan :

1. Perumahan :

a. Perumahan Kelas A/Kelas | JI. Rp. 10.000/bin |

Protokol sebesar

b. Perumahan Kelas B/Kelas Il dan lil JI. | Rp. 5.000 /bin
Protokol sebesar
c. Perumahan Kelas C/Kelas IV JI. Rp. 5.000 /bin

Penghubung sebesar

a. Perumahan Kelas A/Kelas | JI. 10.000/bIn

Protokol sebesar

Rp.

b. Perumahan Kelas B/Kelas It dan tll JI. | Rp. 5.000 /bin
Protokol sebesar
c. Perumahan Kelas C/Kelas IV JI. Rp. 5.000 /bin

Penghubung sebesar

Dan seterusnya

d oL

“(2) Kelas perumahan dan kategori kios sebagamana

Dan seterusnya

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

kesehatan dapat dipungut
jika Kabupaten Pesawaran

sudah mempunyai Rumah
Sakit
Pasal 14 disempurnakan
dengan mengatur kelas
perumahan dan kategori
kios/los
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EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

No

Rumusan Raperda

Rumusan Penyempurnaan

Materi Raperda
2

4

Keterangan
5

1 | Dasar hukum
Mengingat

2 | Ketentuan Umum

3 | Nama, Objek dan
Subjek Retribusi

15. Peraturan Pemerintah Republiktadernesia Nomor 52

16.

Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republiik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3980),

Peraturan Pemerintah Republik-lndenesia Nomor 53
Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum
Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3981);

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

Dengan nama Retribusi

R

e

Pasal 20
Pelayanan Pasar dipungut
pembayaran atas penyediaan jasa

15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3980);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang

Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit

Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3981);

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang
dimaksudkan dengan :

Pasal 20
Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut
Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan fasilitas
pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios,
yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan
untuk pedagang.

Angka 1 dihilangkan

Angka 15 disempurnakan

Angka 15 disempurnakan

Pengetikan kata “Dalam....”
disejajarkan dengan kata
PERATURAN pada Diktum
Menetapkan

Pasal 20 disempurnakan




3

4

5

a. Los. Rp.1.500/m?*/bulan
b. Kios Kategori Rp.2.000/m?bulan
2. Pedagang Komersil
a. Pasar buah. Rp.1.500/hari pekan
b. Kios darurat/sementara : Pangan, sayuran, alat
tulis rumah tangga, makan-makanan dan
sejenisnya. Rp.1.000/hari
c. Pelataran pasar dan Badan jalan: Sayur-mayur,
kelontong mainan anak-anak, dan sejenisnya.
Rp.1.000/hari
d. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas,
dan sejenis Lainnya. Rp.1.000/hari
e. PRedang rokok, jamu di tepi jalan umum/kaki lima,
dan sejenis. Rp.1.000/hari
f. Kreta——=sorong, meja,
Rp.1.000/hari
3. Pemakaian fasilitas kamar mandiiWC dalam lokasi
pasar sebagai berikut :
a. Mandi. Rp.1.500
b. Buang air besar. Rp.1.000
c. Buang air kecil. Rp.1.000

dan  sejenisnya.

Pasal 34
Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi
ditetapkan paling tinggi sebesar 2 % (dua persen) dari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) berdacarkan—parameter

Pasal 24
Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar
ditetapkan sebagai berikut:
1. Pemakaian :
a. Los
b. Kios Kategori

Rp.1.500/m?/bulan
Rp.2.000/m?/bulan

2. Pedagang Komersil

a. Pasar buah.

b. Kios darurat/sementara :
tulis rumah tangga, makan-makanan dan
sejenisnya. Rp.1.000/hari

c. Pelataran pasar dan Badan jalan: Sayur-mayur,
kelontong mainan anak-anak, dan sejenisnya.

Rp.1.000/hari

d. Pedagang daging, ayam potong dan ikan mas, dan
sejenis Lainnya. Rp.1.000/hari

e. Pedagang rokok, jamu di tepi jalan umum/kaki
lima, dan sejenis. Rp.1.000/hari

f. Kereta sorong, dan  sejenisnya.

Rp.1.000/hari
3. Pemakaian fasilitas kamar mandiWC dalam lokasi
pasar sebagai berikut :

a. Mandi.

b. Buang air besar/kecil.

Rp.1.500/hari pekan
Pangan, sayuran, alat

meja,

Rp.1.500
Rp.1.000

Pasal 34
Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi
ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) PBB Menara Telekomunikasi per tahun .

Pasal 24 disempurnakan

Pasal 34 disempurnakan
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NG Rarameter Nilai
)
4 2 3
e > a
0-6
3
=6
=2
2
Y
2
3
a—Menrara-dengan-+-Operater -6
b--Menara-dongan-2-Oporater El
—Menara-dongan-3-Operaler +6
¢—Menara-dengan-lebir-dan-3-Operaior 2
4 | Berdasarkan-Kepadatan-Renduduk
a—RRural o6
—Reural-brban 3
s—Sub-Urbar 16
d—Urban 2
Perubahan Tarif Pasal 35 Pasal 35 Pasal 35 disempurnakan
Retribusi (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) | (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) | dengan menambah ayat (3)
tahun sekali. tahun sekali. baru
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud | (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian. indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Wilayah Pasal 36 Pasal 36 Pasal 36 disempurnakan
Pemungutan pemungt Wilayah pemungutan Retribusi Jasa Umum dipungut di

Wilayah #tan Retribusi Jasa Umum adalah—di

wilayah Kabupaten Pesawaran.

|
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Penentuan Pasal 37 BAB Xil Pasal 37 disempurnakan
pembayaran, (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
tempat atau dokumen lain yang dipersamakan. PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
pembayaran (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana PEMBAYARAN
dimaksud sebagaimana dimaksud pada (1) dapat Pasal 37
berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat | (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat
waktunya atau kurang membayar, dikenakan Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% lain yang persamakan.
(dua persen) setiap bulan dari retribusi yang | (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimanra
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon
ditagih dengan menggunakan STRD. dan kartu langganan.
(4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana | (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas
Teguran. Daerah.
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Pasal ...... Penambahan bab dan pasal
(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas. | baru yang mengatur tentang
pembayaran retribusi
(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain
yang dipersamakan.
(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran,
angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.
Sanksi Pasal 3% BAB Xl Pasal 37 ayat (3) diubah
Administrasi (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat SANKSI ADMINISTRASI menjadi Bab dan Pasal yang
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi Pasal.... mengatur sanksi administrasi

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

lem

Y PP o o = |
menggunakan o1 nu.

|

Dalam hal Waijib Retribusi tidak membayar tepat waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

ditagih dengan menggunakan STRD.
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10 | Tata Cara Pasal 39 Pasal 39 disempurnakan
Pembayaran (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilakukan

2

(3)

secara tunai/lunas.

Pembayaran Retribusi yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-
lambatnya ... hari sejak diterbitkannya SKRD atau
dokumen lainnya yang dipersamakan.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

GUBERNUR LAMPUNG
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LAMPIRAN Il :

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR :G/ 121 /B.IWHK/2012
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2012

EVALUAS|I TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESAWARAN TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

No | Materi Raperda Rumusan Raperda Rumusan Penyempurnaan Keterangan
1 2 3 4 5
1 | Dasar Hukum Angka 1 dihilangkan
Mengingat
2 | Cara Mengukur Pasal 13 Pasai 13 Pasal 13 disempurnakan
Tingkat Tingkat penggunaan Jasa terminal diukur berdasarkan | Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan
Penggunaan jenis, ukran-tompat-dan SRS jenis, dan jangka waktu penggunaan fasilitas terminal.
Jasa fasilitas termmal
L ~ Pasal 14 Pasal 14 Pasal 14 disempurnakan
Jenis Jenis Tarif Jenis Jenis Tarif retribusi kebersihan terminal
Pel d /Fasi ili . ST
eazanan Ken araa; asilitas 5 Pela%anan Kendaraa;lFasnlltas 5 sebalknya menjadl obyek
Tompat T Angkutan Umum Nen Penyediaan 1 Angkutan Umum Non retribusi  kebersihan dan
et Angkutan Pedesaan . tempat  parkir Angkutan Pedesaan : ruang tunggu penumpang
daniateu a. Mobil Penumpang Rp. 2.000/hari kendaraan a. Mobit Penumpang Rp. 2.000/hari sert dministrasi rizin
meRuRkan b. Bus Rp.1.000/sekali masuk penumpang b. Bus Rp. 1.000/sekali masuk ?_a a perizinan
peRuRpang c. Taxi Rp.1.000/sekali masuk dan bus c. Taxi Rp. 1.000/sekali masuk dihilangkan karena bukan
. .
$aA————tau n ek retri
baraRg——bagi 2. Angkuian Pedesaan Rp.1.000/sekali masuk F Angkutan Pedesaan Rp 1 000/sekali masuk meruPaka Oby etribusi
mebil
Renumpang P Angkutan Antar Kota 3. Angkutan Antar Kota | Rp. 1.000/sekali masuk
YUrura—Meobil Dalam Propinsi (AKDP) Dalam Propinsi
Bub——-bimum; a. Mobil Penumpang Rp.1.000/sekali masuk (AKDP)
Nea—Bus—dan b. Bus a. Mobil Penumpang | Rp. 1.000/sekali masuk
Mebi—Angkutian - ekonomi Rp.1.000/sekali masuk b. Bus Rp. 2.000/sekali masuk
Barang - Eksekutive/AC Rp.2.000/sekali masuk - ekonomi
f. Angkutan Antar - Eksekutive/AC
Kota/Antar Provinsi 4. Angkutan Antar
(AKAP) Kota/Antar  Provinsi
a. Mobil Penumpang | Rp.1.000/sekali masuk (AKAP)
b. Bus a. Mobil Penumpang | Rp.1.000/sekali masuk
{. ekonomi Rp.2.000/sekali masuk b. Bus
2. Eksekutive/AC Rp.3.000/sekali masuk 1.ekonomi Rp.2.000/sekali masuk
Tempat Parkir  |1. Kendaraan Umum 2. Eksekutive/ AC | Rp.3.000/sekali masuk
a. Mobii Penumpang Rp.2.000/sekali masuk Penyediaan 3. Kendaraan Umum
b. Bus Rp.3.000/sekali mastk tempat  parkir a. kendaraan roda 4 Rp. 2.000/sekali parkir
c. Mabil Angkutan | Rp.2.000/sokali masuk kendaraan non b. kendaraan rofa & Ro 3.000/sekali parkir
Barang umum ¢. sepeda Motor Rp. 1.000/sekali parkir
4  Sepeda Motor Rp 1 000/sekali masuk d kendaraan vanq | Rp. 5.000/kendaraan
2. Kendaraan yang | Rp.5.000/sekali masuk . 1. menginap
menginap Tempat Usaha | Kios | Rp. 5.000/bulan
was.x... ... M




2 3 4 5
Tempat Usaha | Kios Rp. 5.000/bulan Sarana E Pemakaian Fasiltas | Rp. 2.000/sekali masuk
Sarana . Pemakaian Fasilitas | Rp. 2.000/sekali masuk Kebersihan Kamar Mandi Umum
Kebersihan Kamar Mandi Umum Umum . WC Umum Rp. 2.000/sekali masuk
Umum b. WC Umum Rp. 2.000/sekali masuk f. Pengambilan Air Rp. 1.000/sekali pikul
L c. Pengambilan Air Rp. 1.000/sekali pikul Tempat Per Orang Rp.3.000/sekali masuk
kebershan Tompat-teahaicios Istirahat awak
Linghungan F—HKash——-~olume | Rp-156-000/ulan Kendaraan
Forminal sampal—< 0 Umum
Miha) Ruang Tunggu | Per Orang Rp. 1.000/sekali masuk
2—8adang—Oolme | Rp-26-000kuian Penumpang
campah-<—0-44-2 Administrasi Kios/Fasilitas Terminal Rp. 15.000/kontrak
6-6-0-28-Mfhar) Perizinan
sampah—a——0-26
M3har)
Tempat Per Orang Rp.3.000/sekali masuk
Istirahat awak
Kendaraan
Umum
Ruahg—unggw | RerGrang Rp-+-000/ekati-masuk
Rorumpang
Administasi Kies/Fasilitac-Torminal | Rp-16-000/kentrak
Perubahan Tarif Pasal 20 Pasal 20 Pasal 20 disempurnakan
Retribusi (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) | (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga} | dengan menambah 1 ayat
tahun sekali. tahun sekali. baru
(2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud | (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian. indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Wilayah Pasal 21 Pasal 21 Pasal 21 disempurnakan
Pemungutan Retribusi Jasa Usaha dipungut di wilayah Kabupaten
Pesawaran.
Penentuan Pasal 22 BAB Xil Pasal 22 disempurnakan
pembayaran, (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT
tempat atau dokumen lain yang dipersamakan. PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
pembayaran (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat PEMBAYARAN
waktunva atau kurang membavyar, dikenakan sanksi Pasal 22

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat
Ketetapan Retriousi Daerah (SKRD) atau dokumen
lain yang persamakan.
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Sanksi
Administrasi

Penagihan

(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) didahului dengan Surat
Teguran.

(4) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24
(1) Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus dimuka.
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat
pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

Pasal 22
(2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua
persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.

BAB XIV
FAFA-CGARA PENAGIHAN
Pasal 23
(1) Penagihan retribusi terutang yang kurang bayar
dilakukan dengan menggunakan STRD dengan
didahului Surat Teguran.

(2) Pengeluaran Surat Teguran sebagai tindak awal
pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan setelah
7 (tuiuh) hari sejak tanggal jatuh tempo
__pembayaran.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon
dan kartu langganan

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
pada pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas
Daerah.

Pasal 24

(1) Retribusi terutang harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas)
hari sejak diterbitkannya SKRD, atau dokumen lain
yang dipersamakan.

(3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran,
angsuran dan pembayaran retribusi ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BAB...
SANSKI ADMINISTRASI

Pasal ...
Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV
PENAGIHAN
Pasal 23

(1) Penagihan retribusi yang tidak atau kurang layak
dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis.

(2) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Penambahan bab dan pasal
baru yang mengatur tentang
pembayaran retribusi

Pasal 22 ayat (2) diubah
menjadi bab dan pasal yang
mengatur sanksi administrasi

Judul bab disempurnakan
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(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal | (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
Surat Teguran, wajib retribusi harus melunasi surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis
retribusi yang terutang. diterima oleh Subyek retribusi, wajib melunasi

retribusi yang terutang.

(4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat | (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis
(1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan

oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran | (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian STRD dan
diatur dengan Peraturan Bupati. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain

yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

GUBERNUR LAMPUNG
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